SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 36 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENDATAAN DAN PELAPORAN OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

: bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Sistem
dan Prosedur Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo, perlu
diubah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati,

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



Menetapkan :

10.

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679j);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor
2/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor
13);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6};

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012
Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PONOROGO NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
DAN PROSEDUR PENDATAAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN PONOROGO

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 36}, diubah sebagai berikut :



1.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

2.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Kepala Daerah adalah Bupati Ponorogo.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang
selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan
untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,
dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru,
atau NJOP pengganti.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pendaftaran adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objek
pajaknya dengan cara mengisi SPOP sesuai prosedur yang ditetapkan.

Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh data objek dan subjek
pajak sesuai prosedur yang ditetapkan.

Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan
dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar,
pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan.



Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a),
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pendaftaran objek pajak dilakukan oleh subjek pajak dengan cara
mengisi SPOP.

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar,
lengkap, dan ditandatangani selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

Pendaftaran objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penelitian pendataan atas
objek PBB-P2.

Penetapan atas objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sesuai dengan kadaluarsa penagihan PBB-P2.

Format SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 1I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 23 Januari 2017
BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 23-1-2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PONOROGO,

ttd
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,.;@

——

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
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